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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Caturtunggal 

kecamatan Depok dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian ganti 

kerugian atas tanah hak milik dalam pengadaan tanah bagi pembangunan 

pelebaran jalan Padjajaran sebagai pendukung pembangunan Underpass 

untuk kepentingan umum di Simpang Empat Kentungan, DIY adalah : 

1.  Telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum. Hal-hal yang menjadi alasannya adalah 

karena waktu pelaksanaannya telah dilaksanakan sesuai dengan waktu 

yang ditentukan dan tahapan Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian 

yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah telah berdasarkan 

prosedur yang telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 
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2012. Pemerintah juga telah memberikan Ganti Kerugian yang layak 

dan adil kepada pihak yang berhak serta mengenai bentuk dan 

besarnya ganti kerugian yang diberikan oleh Pemerintah kepada para 

pihak bekas pemegang hak atas tanah sesuai dengan kesepakatan 

bersama yang dilakukan pada tahap musyawarah. 

2. Terdapat hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan Pengadaan 

Tanah tersebut di atas yaitu mengenai permohonan pembebasan tanah 

sisa yang dilakukan oleh salah satu pihak pemegang hak milik atas 

tanah yang tanahnya terkena Pengadaan Tanah dimana kepastian 

perolehan ganti kerugian atau tidaknya menunggu pelaksanaan rapat 

ulang dari instansi Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Hambatan selanjutnya mengenai pemberian 

ganti kerugian kepada pihak pemegang hak milik atas tanah yang tidak 

berdomisili di rumah yang tanahnya terkena Pengadaan Tanah tersebut 

dimana oleh Panitia Pengadaan Tanah dilakukan konsinyasi di 

Pengadilan Negeri Sleman yang diperkuat dengan surat keterangan di 

kantor desa Caturtunggal bahwa pihak pemegang hak tersebut tidak 

diketahui keberadaannya. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis ingin menyampaikan 

beberapa saran yang di tujukan kepada : 

1. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, secara khusus 

kepada Panitia Pengadaan Tanah agar segera memberikan kepastian 
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hukum mengenai jawaban perolehan ganti kerugian bagi salah satu 

pihak pemegang hak milik atas tanah yang mengajukan permohonan 

pembebasan tanah sisanya. 

2. Masyarakat secara khusus bagi pemegang hak milik atas tanah yang 

tidak berdomisili di rumah yang tanahnya terkena Pengadaan Tanah 

tersebut untuk melakukan pelaporan ke Kantor Desa setempat apabila 

tidak lagi berdomisili di rumah yang tanahnya terkena Pengadaan 

Tanah tersebut agar Pemerintah juga terbantu dalam proses pemberian 

ganti kerugian dalam pengadaan tanah yang dilakukan. 
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